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Gambar 32. Peran perempuan dalam kegiatan-kegiatan sistem pertanian di Sulawesi Tenggara.  

Sumber data: Survei-survei rumah tangga 

 

 

Gambar 33. Peran gender dalam kebun campur tradisional. Sumber data: DKT. 
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Gambar 34. Pembagian tugas-tugas gender dalam produksi sayuran dan penanaman sawah irigasi. 

Sumber data: DKT. 

 

Dalam pekerjaan yang berhubungan dengan hutan, peran perempuan dalam pengumpulan sayuran dan 

pandan relatif lebih tinggi. Pandan merupakan sumber mata pencarian yang penting yang digunakan 

sebagai bahan baku pembuatan tikar di desa Anggawo. Meskipun perempuan juga memiliki tanggung 

jawab dalam pengumpulan pandan dari hutan, peran utama mereka adalah membantu laki-laki. 

Tanggung jawab laki-laki termasuk ekstraksi kayu, mengumpulkan rotan dan lebah madu. Perbedaan 

antara persepsi laki-laki dan perempuan tidaklah terlalu signifikan. Kami mendapatkan satu temuan 

menarik ketika kami membahas peran gender dalam ekstraksi kayu. Perempuan berargumen bahwa 

mereka memberikan kontribusi terhadap pekerjaan ini, namun laki-laki tidak mengakui hal tersebut. 

Kelompok perempuan menganggap rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan memproduksi kayu, 

tetapi kelompok laki-laki tidak memperhitungkan hal ini. Hal ini mungkin disebabkan oleh fakta 

bahwa walaupun perempuan tidak terlibat secara fisik dalam produksi kayu, mereka menganggap 

daya pembuatan keputusan mereka dalam hal kayu yang akan dipanen sebagai sebuah peran penting.  
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Gambar 35. Pembagian tugas-tugas gender di hutan. Sumber data: DKT.  

 

Lahan dan gender 

Kepemilikan lahan berdasarkan gender merupakan topik diskusi yang penting dalam rangka 

mengenali isu-isu persamaan dan keadilan gender dalam pengelolaan sumber daya alam. Persepsi-

persepsi berbasis gender mengenai pentingnya pemanfaatan lahan bagi mata pencarian dan 

lingkungan penting untuk dikenali, karena informasi tersebut dapat menerangkan bagaimana laki-laki 

dan perempuan berperan dalam pengelolaan lahan.  

Kepemilikan tanah 

Kepemilikan tanah per rumah tangga pada desa-desa yang disurvei rata-rata memiliki luas sebesar 

3.39 hektar dari total daerah. (Janudianto 2013). Kebun campur berbasis cokelat adalah sistem 

pemanfaatan lahan yang penting bagi masyarakat di sebagian besar daerah, dengan setiap rumah 
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tangga memiliki lahan seluas 0.5-2,0 hektar (Tabel 12). Bercermin pada situasi di Sulawesi Selatan, 

kepemilikan tanah di Sulawesi Tenggara biasanya dimiliki oleh para suami atau laki-laki (Gambar 

36). Data dari Janudianto (2013) menunjukkan bahwa 42% dari petak-petak lahan dimiliki oleh para 

suami, 42% dimiliki bersama oleh suami dan isteri, dan hanya 12% yang dimiliki oleh para isteri. Para 

isteri atau perempuan hanya dapat memiliki lahan atau mencantumkan nama mereka di sertifikat 

tanah apabila mereka mewarisinya dari orang tua mereka. Apabila penduduk lokal memperoleh tanah 

dengan jalan membelinya, maka nama yang tercantum dalam sertifikat tanah haruslah nama suami, 

sang kepala rumah tangga. 

 

 
Gambar 36. Status kepemilikan tanah terkini di Sulawesi Tenggara. Sumber data: Janudianto 2013 

 

Tabel 12. Kepemilikan tanah di desa-desa yang disurvei di Sulawesi Tenggara 

 % Pemilik 

tanah di 

desa 

Rata-rata 

luas tanah di 

setiap desa 

Siapa yang 

memiliki tanah? 

(tercantum dalam 

sertifikat tanah) 

Siapa yang 

memiliki hak 

untuk mewarisi 

tanah? 

Siapa yang 

memiliki hak 

untuk mengelola 

tanah 

Kebun campur 

   Anggawo 

 

80 

 

2 – 4 hektar 

 

Laki-laki (bisa juga 

perempuan 

apabila mereka 

yang mewarisi 

lahan) 

 

Laki-laki dan 

perempuan 

 

Laki-laki dan 

perempuan 

(pemilik) 

 

   Simbune 95 0.5 – 2 hektar 

   Lawonua 25 0.5 – 2 hektar 

   Tasahea 95 0.5 – 5 hektar 



 

- 61 - 

 % Pemilik 

tanah di 

desa 

Rata-rata 

luas tanah di 

setiap desa 

Siapa yang 

memiliki tanah? 

(tercantum dalam 

sertifikat tanah) 

Siapa yang 

memiliki hak 

untuk mewarisi 

tanah? 

Siapa yang 

memiliki hak 

untuk mengelola 

tanah 

   Taosu 75 0.5 – 6 hektar 

   Lamunde 75 0.5 – 2 hektar 

   Wanoa hoa 80 0.3 – 1 hektar 

   Ambondiaa 75 0.5 – 1 hektar 

   UPT Asinoa 95 0.5 – 1 hektar 

Sawah irigasi   Laki-laki (bisa juga 

perempuan 

apabila mereka 

yang mewarisi 

lahan) 

Laki-laki dan 

perempuan 

Laki-laki dan 

perempuan 

(pemilik) 

 

  Taosu 10 0.5 – 2 hektar 

  Lamunde 70 0.5 – 2 hektar 

  Wonuahoa 75 0.5 – 1 hektar 

Sumber: DKT. 

 

Perspektif laki-laki dan perempuan terhadap pemanfaatan lahan 

Persepsi-persepsi lokal terhadap sistem-sistem pemanfaatan lahan dan fungsi-fungsi mereka 

ditetapkan dengan penentuan skor menggunakan 100 buah kancing. Masyarakat menentukan jumlah 

kancing untuk setiap pemanfaatan lahan dan fungsi-fungsi mereka yang telah ditetapkan sebelum 

diskusi. Ada tiga permainan dalam kegiatan ini: pertama, anggota-anggota masyarakat diminta untuk 

menimbang nilai-nilai dari pemanfaatan lahan berdasarkan fungsi mereka dalam kaitannya dengan 

mata pencarian dan lingkungan, kemudian mereka juga diminta menimbang fungsi dari setiap 

pemanfaatan lahan.  

Serupa dengan hasil-hasil yang diperoleh di Sulawesi Selatan, fungsi dari jenis-jenis pemanfaatan 

lahan seperti kebun campur, sistem sawah irigasi dan sawah ladang sebagian besar dinilai fungsinya 

sebagai mata pencarian, sementara hutan dinilai untuk fungsi lingkungannya. Baik diskusi kelompok 

laki-laki maupun kelompok perempuan menunjukkan pola-pola jawaban yang sama. Gambar 38 

menunjukkan bahwa setiap tipologi desa juga menampilkan pola-pola jawaban yang sama, yakni 

hutan dinilai tinggi untuk fungsi lingkungannya, sistem sawah  irigasi dan sawah ladang untuk fungsi 

mata pencarian mereka, sementara sistem kebun campur lokal dinilai untuk fungsi mata pencarian dan 

lingkungannya, meskipun fungsi mata pencarian mendapat nilai sedikit lebih tinggi dari fungsi 

lingkungan.  

Penggunaan sistem kebun campur sebagai sumber penghasilan dan untuk memenuhi kebutuhan dasar 

penghidupan dinilai lebih tinggi dari fungsi-fungsi lainnya (Gambar 39. Persepsi dan Gambar 40. 
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Persepsi-persepsi mengenai nilai kebun campur). Baik kelompok laki-laki maupun perempuan 

menerangkan bahwa fungsi kebun campur sebagai sumber penghasilan berasal dari komoditas-

komoditas ekonomi seperti cokelat, kopi, cengkeh, dan kemiri. Kebutuhan penghidupan yang 

disediakan oleh tumbuh-tumbuhan yang digunakan untuk konsumsi sehari-hari berasal dari 

pepohonan seperti rambutan, kemiri, dan sagu.  

 

 

Gambar 37. Fungsi-fungsi mata pencarian dan lingkungan dari setiap sistem pemanfaatan lahan menurut 

perspektif laki-laki dan perempuan. Sumber data: DKT. 
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Gambar 38. Fungsi-fungsi mata pencarian dan lingkungan dari setiap sistem pemanfaatan lahan berdasarkan 

tipologi-tipologi desa. Sumber data: DKT. 

 

Gambar 39. Persepsi gender mengenai pentingnya sistem-sistem kebun campur. Sumber data: DKT. 

 

Fungsi mata pencarian sawah irigasi dinilai cukup tinggi. Pengamatan selama diskusi-diskusi 

menunjukkan bahwa baik kelompok laki-laki maupun perempuan merasakan kesulitan untuk menilai 

sistem ini dalam hal fungsi lingkungannya (Gambar 41. Persepsi). Hal ini disebabkan oleh fakta 

bahwa mereka tidak memiliki pemahaman lengkap mengenai nilai konservasi air dan tanah serta isu-

isu mengenai aturan-aturan iklim, terlihat dari jawaban-jawaban mereka yang kadang-kadang 

tercampur aduk. Akan tetapi, mereka sepenuhnya memahami hal keanekaragaman hayati yang 

ditunjukkan dengan sistem sawah irigasi, yang meskipun berisi satu tanaman utama, juga terdiri dari 

tumbuh-tumbuhan lain disekelilingnya, seperti bermacam-macam jenis rumput dan pohon dan 

ditemukannya ternak disekitar lahan.  

Hal ini konsisten dengan temuan-temuan yang telah dibahas sebelumya, hutan selalu mendapat nilai 

tertinggi dalam hal fungsi lingkungannya, baik dalam kelompok laki-laki maupun perempuan 

(Gambar 38. Fungsi-fungsi mata pencarian dan lingkungan dari setiap sistem pemanfaatan lahan 

berdasarkan tipologi-tipologi desa. Sumber data: , Gambar 2). Masyarakat memberikan nilai tertinggi 

terhadap pemanfaatan lahan untuk kebun campur sebagai sumber penghasilan dan pemenuhan 

kebutuhan penghidupan, diikuti dengan sawah irigasi (Gambar 43. Persepsi-persepsi mengenai nilai 

mata pencarian dari pemanfaatan lahan. Sumber data: ) yang juga penting menurut fungsi ritual dan 
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budayanya. Hutan merupakan sumber utama bagi kayu bakar, namun kebun campur juga memberikan 

nilai pemanfaatan lahan yang penting dengan memenuhi kebutuhan masyarakat akan kayu bakar.  

 

Gambar 40. Persepsi-persepsi mengenai nilai kebun campur di setiap tipologi desa. Sumber data: DKT. 
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Gambar 41. Persepsi berbasis gender mengenai nilai sawah irigasi.  Sumber data: DKT. 
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Gambar 2. Persepsi-persepsi mengenai nilai lingkungan dari pemanfaatan lahan. Sumber data:  DKT. 

 

 

Gambar 43. Persepsi-persepsi mengenai nilai mata pencarian dari pemanfaatan lahan. Sumber data: DKT. 
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Gender dan pasar 

Pasar yang dibahas pada makalah ini sebagian besar merujuk pada tingkat rumah tangga yang 

berfokus pada peran para petani sebagai produsen, yang keberadaannya merupakan titik awal dalam 

mata rantai pasar. Di dalam rumah tangga, laki-laki dan perempuan berperan dalam pemasaran, 

dengan perempuan bertanggung jawab atas sayur-sayuran, padi dan dalam memilih komoditas yang 

memiliki nilai pemasaran tinggi seperti cokelat, kemiri, cengkeh, dan kopi; sementara laki-laki 

bertanggung jawab atas komoditas-komoditas kayu seperti jati, gmelina, dan rotan (Gambar 44. 

Peran).  Perempuan biasanya bertanggung jawab untuk memasarkan komoditas pertanian di sekitar 

rumah mereka dan daerah pemukiman, sementara laki-laki memasarkan produk-produk baik yang 

dihasilkan dari hutan atau pun yang berat timbangannya (seperti kayu). Para perempuan menerangkan 

bahwa perdagangan kayu adalah wilayah kerja laki-laki karena mereka tidak memiliki pengetahuan 

mengenai perkiraan volume kayu dan kemungkinan mereka harus melakukan perjalanan ke lapangan 

atau hutan untuk melakukan transaksi. Mereka lebih bertanggung jawab terhadap pemasaran produk-

produk yang dekat dengan rumah karena pedagang-pedagang lokal biasanya datang ke rumah mereka 

untuk melakukan transaksi dan memilih komoditas. Oleh karena itu,  perempuan masih dapat 

menjalankan tanggung jawab rumah tangga mereka sekaligus memasarkan produk-produk pertanian. 

 

 

Gambar 44. Peran gender dalam pemasaran komoditas-komoditas umum. Sumber data: DKT. 



 

- 68 - 

Dalam melakukan transaksi dengan para pedagang lokal, baik kelompok laki-laki maupun perempuan 

sependapat bahwa perempuan memiliki ketrampilan tinggi dalam negosiasi harga bila dibandingkan 

dengan  laki-laki. Akan tetapi perihal kayu dan rotan, karena kurangnya informasi mengenai fluktuasi 

harga dan dalam menilai harga kayu, laki-laki memiliki kesempatan yang lebih baik dalam 

memperoleh harga yang bagus. Menariknya, dalam hal kayu rotan, diskusi-diskusi kelompok di 

beberapa desa (Ambondia, Wanohoa, dan Simbune) memberikan kesan bahwa  perempuan mampu 

mendapatkan harga yang lebih tinggi dari pada  laki-laki, namun keterlibatan mereka dalam 

pemasaran rotan masih rendah. Akan tetapi, sangatlah penting untuk diperhatikan bahwa meskipun 

perempuan memiliki ketrampilan menawar harga yang baik, mereka masih memiliki kekurangan 

dalam hal informasi fluktuasi harga. Para pedagang biasanya mengaitkan harga dengan kualitas 

produk, tetapi produsen (para petani) memiliki informasi yang terbatas tentang bagaimana 

memproduksi produk-produk berkualitas tinggi. 

Gender dan kemiskinan 

Sebuah langkah penting dalam rangka mendefinisikan kemiskinan dalam kaitannya dengan usaha 

mengurangi kemiskinan adalah memperoleh pemahaman tentang bagaimana penduduk 

menentukankan  kemiskinan. Kebanyakan dari program-program pengurangan kemiskinan 

menggunakan kriteria-kriteria yang dikembangkan dari indikator-indikator umum dan standar yang 

kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi setempat. Sebuah pertimbangan mengenai kemiskinan 

tidak hanya harus mencakup dimensi-dimensi penghasilan dan pengeluaran, tetapi juga meninjau hal-

hal lain yang mungkin lebih relevan dengan konteks lokal. Selain itu, kemiskinan harus ditentukan 

berdasarkan kebutuhan dan keinginan penduduk, dan tidak hanya dilihat sebagai proses pengurangan 

dan hubungan antara si miskin dan si kaya.  

Menetapkan kemiskinan berdasarkan persepsi-persepsi lokal merupakan tahap yang penting dalam 

menentukan kriteria dan indikator lokal untuk menentukan dan merancang intervensi-intervensi. Hal 

ini dapat menangkap aspek-aspek multi dimensi dari kemiskinan dan proses-proses didalamnya. 

Definisi kemiskinan digunakan untuk menilai kondisi terkini masyarakat dan menganalisa tingkat 

kesejahteraan mereka. Dalam diskusi-diskusi, para petani diminta untuk menentukan kriteria yang 

akan mereka gunakan untuk membedakan kondisi-kondisi kemiskinan atau kesejahteraan. Kriteria-

kriteria dibawah ini dirangkum dari diskusi-diskusi tersebut. 

 

� Penghasilan   

� Tidak memiliki pekerjaan tetap 
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� Tidak memiliki lahan yang layak untuk bertani 

� Luas tanah kurang dari 0.5 hektar per rumah tangga 

� Tidak memiliki lahan 

� Tidak memiliki rumah yang layak 

� Kualitas rumah—terbuat dari bambu, kayu bulat dll 

� Tidak memiliki rumah 

� Tidak memiliki aset-aset 

� Kendaraan  

 

Penduduk yang tidak memiliki penghasilan/pekerjaan tertentu dikategorikan sangat miskin. Ukuran 

minimumnya adalah penduduk memerlukan penghasilan sekitar Rp 1 juta untuk mencapai kategori 

kesejahteraan terendah. Penduduk dengan penghasilan dibawah ukuran minimum tersebut 

dikategorikan miskin. Sebuah pekerjaan penting untuk mengindikasikan kesejahteraan. Penduduk 

tanpa pekerjaan yang menghasilkan pendapatan dianggap pemalas–kadang-kadang mereka memiliki 

tanah dan sumber daya, tetapi karena mereka tidak memanfaatkannya untuk sumber pendapatan, 

mereka menjadi miskin. Untuk kategori ketiga, kepemilikan tanah juga berperan dalam 

mengindikasikan kesejahteraan. Penduduk dengan lahan terbatas (kurang dari 0.5 hektar) 

dikategorikan miskin. Kategori yang keempat merujuk pada rumah dan aset-aset seperti kendaraan. 

Penduduk dengan kondisi rumah yang memprihatinkan (dinding dari bambu, atap terbuat dari jerami 

dan berlantaikan tanah) dikategorikan miskin. Terakhir, di beberapa daerah, penduduk yang tidak 

memiliki sepeda motor dikategorikan miskin, meskipun mereka memiliki sebuah rumah yang bagus.  

 

 

Gambar 45. Kriteria-kriteria yang digunakan untuk menentukan kesejahteraan dan/atau kemiskinan 

berdasarkan perspektif gender. Sumber data: DKT. 
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Perbedaan antara perspektif laki-laki dan perempuan dalam penentuan kriteria-kriteria tersebut 

disajikan pada Gambar 46. Kriteria-kriteria kemiskinan dan/atau kesejahteraan seperti yang dirasakan 

oleh masyarakat lokal per kelompok tipologi desa. Sumber data: . Keduanya berpendapat bahwa 

penghasilan merupakan kriteria pertama dalam menentukan kesejahteraan, meskipun para perempuan 

yang memberikan nilai lebih tinggi terhadap kriteria ini. Para laki-laki menilai bahwa kepemilikan 

tanah adalah kriteria kedua dalam menentukan kesejahteraan. Para perempuan berpendapat bahwa 

pekerjaan dan aset-aset lebih penting dalam menentukan kesejahteraan, sementara kepemilikan tanah 

dianggap kurang begitu penting.  

 

 

Gambar 46. Kriteria-kriteria kemiskinan dan/atau kesejahteraan seperti yang dirasakan oleh masyarakat lokal 

per kelompok tipologi desa. Sumber data: DKT. 

 

Penghasilan merupakan kriteria utama dalam menentukan kesejahteraan dan kemiskinan di setiap 

kelompok tipologi desa dalam daerah penelitian (Gambar 46. Kriteria-kriteria kemiskinan dan/atau 

kesejahteraan seperti yang dirasakan oleh masyarakat lokal per kelompok tipologi desa. Sumber data: 

). Akan tetapi, pada Kelompok C (Tasahea), penghasilan tidak dianggap penting dalam menentukan 

kemiskinan. Penduduk di desa ini menyebutkan bahwa sebuah pekerjaan tertentu, aset-aset dan 

kepemilikan tanah merupakan kriteria utama dalam menentukan kesejahteraan. Di dalam Kelompok 

D, kepemilikan tanah tidak dinilai penting, tetapi penghasilan tetap dari pekerjaan tertentu merupakan 

hal yang penting dalam mengindikasikan kesejahteraan, sementara penduduk yang memiliki 

penghasilan yang sangat rendah dari pekerjaan seperti buruh atau tanpa pekerjaan sama sekali disebut 

miskin.  
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Masyarakat kemudian diminta untuk menilai tingkat kondisi kemiskinan mereka dari kondisi 

sebelumnya sampai dengan saat ini. Hal ini penting untuk menggambarkan bagaimana mereka 

menentukan kondisi mereka berdasarkan kriteria-kriteria kemiskinan atau kesejahteraan yang mereka 

tetapkan. Pola-pola kesejahteraan dari masa lampau sampai saat ini hampir sama di setiap desa, yakni 

bergerak ke arah yang sama, dengan kesejahteraan yang meningkat seiring dengan berjalannya waktu. 

Sementara sebagian besar perempuan menerangkan status kesejahteraan mereka selalu meningkat, 

para laki-laki di diskusi-diskusi kelompok yang sama menyatakan sebaliknya, yakni kondisi mereka 

saat ini masa dibawah periode sebelumnya yang disebabkan oleh isu-isu produktifitas pertanian dan 

fluktuasi harga. Faktor-faktor penyebabnya biasanya sangat spesifik di setiap daerah, namun kami 

dapat merangkum faktor-faktor lain yang mempengaruhi bagaimana penduduk melihat status 

kesejahteraan mereka seperti yang tercantum dibawah ini. 

� Penyebab alami: hama/penyakit, produksi pertanian dan perkebunan, kegagalan panen dan 

bahaya-bahaya alam.  

� Intervensi luar: pengenalan teknologi, program-program pertanian dan perkebunan pemerintah, 

listrik. 

� Tekanan pasar: fluktuasi harga. 

� Pembangunan infrastruktur: jalan-jalan beraspal menentukan kemudahan akses, semakin mudah 

diaksesnya suatu tempat, semakin tinggi kesejahteraannya disebabkan oleh pembangunan.  
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Gambar 47. Persepsi laki-laki dan perempuan di desa-desa dalam Kelompok B mengenai status kesejahteraan 

dan kemiskinan mereka dari tahun 1990-an sampai saat ini. Sumber data: DKT. 
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Gambar 48. Persepsi laki-laki dan perempuan di Sulawesi Selatan dan desa-desa dalam Kelompok A mengenai 

status kesejahteraan dan kemiskinan mereka dari tahun 1990-an sampai saat ini. Sumber data: DKT  
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Gambar 49. Persepsi laki-laki dan perempuan di desa-desa dalam Kelompok C (Tasahea) dan Kelompok D 

(UPT Asinoa) mengenai status kesejahteraan dan kemiskinan mereka mulai dari tahun 1990-an sampai saat ini. 

Sumber data: DKT. 

Kesimpulan 

Isu-isu gender pada tingkat propinsi menunjukkan bahwa kesenjangan terjadi berkaitan dengan isu-isu 

pembangunan. Isu-isu tersebut berhubungan dengan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, 

seperti yang ditunjukkan oleh tingkat-tingkat IPG dan IDG yang masih dibawah standar nasional. 

Oleh karena itu, sebuah program terpadu harus diimplementasikan untuk meningkatkan peran serta 

perempuan pada tingkat masyarakat (dengan mempertimbangkan mereka sebagai penghasil 

pendapatan) serta pada tingkat meso, sehingga mereka dapat lebih berpartisipasi dalam parlemen dan 

proses pembuatan keputusan di rumah dan masyarakat. 

Laki-laki dan perempuan memiliki peran-peran berbeda dalam mengelola rumah tangga, kegiatan 

pertanian, dan sumber daya alam. Untuk bidang rumah tangga, produksi pertanian, pengelolaan 

pemanfaatan lahan, dan pemasaran, perempuan kebanyakan bertanggung jawab dalam tugas-tugas 

rumah tangga dan pemeliharaan lahan yang dekat dengan wilayah pemukiman. Tanggung jawab laki-

laki sebagian besar adalah dalam menghasilkan pendapatan dengan bekerja di sektor publik dan 

bertanggung jawab penuh dalam memelihara lahan yang terletak jauh dari wilayah pemukiman, serta 

dalam pekerjaan fisik yang berat.  Kedekatan antara lokasi kerja dengan pemukiman merupakan hal 

yang baik bagi perempuan karena mereka dapat melakukan kerja produktif serta memenuhi tanggung 

jawab rumah tangga mereka.  

Hubungan antara gender dan lahan dibahas sehubungan dengan hak-hak atas tanah dan kepemilikan 

tanah serta bagaimana gender mempengaruhi persepsi-persepsi terhadap pemanfaatan lahan dan 
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fungsinya. Mengenai hak-hak atas tanah, perempuan tampaknya masih kurang diakui haknya sebagai 

pemilik tanah karena sebagian besar sertiifikat tanah masih atas nama laki-laki. Penetapan kondisi 

yang lebih kondusif bagi perempuan sebagai pemilik tanah dan dilegalisasikan dalam sertifikat tanah 

akan meningkatkan keadilan dalam hal hak-hak atas tanah dan kepemilikan tanah. Masalahnya tidak 

akan menjadi rumit apabila perempuan tidak mengepalai rumah tangga, namun bagi wanita yang 

merupakan kepala rumah tangga, situasi ini tidak adil. Laki-laki dan perempuan memiliki pandangan-

pandangan yang berbeda dalam kaitannya dengan bagaimana gender mempengaruhi persepsi-persepsi 

mengenai nilai pemanfaatan lahan seperti kepentingan dan fungsinya. 

Data di kedua propinsi dengan jelas menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran-

peran penting yang berbeda dalam pengelolaan sumber daya alam. Peran-peran yang berbeda tersebut 

mencerminkan kebutuhan dan minat yang berbeda dalam mengatur sumber daya. Data menunjukkan 

bahwa perempuan lebih berpengetahuan luas mengenai nilai-nilai pemanfaatan lahan yang berkaitan 

dengan isu-isu lingkungan seperti keanekaragaman hayati, sementara  laki-laki lebih menyadari 

perihal konservasi atau perlindungan lingkungan. Keanekaragaman hayati dalam konteks ini berkaitan 

dengan tanaman obat-obatan.  Perempuan juga dikenal memiliki pengetahuan tentang penggunaan 

tanaman tersebut. Oleh karena itu, memperlengkapi  perempuan dengan kemampuan untuk lebih 

berperan dalam pengelolaan pemanfaatan lahan akan membantu pemeliharaan keanekaragaman hayati 

serta meningkatkan peran perempuan.  

Mata rantai pasar di Sulawesi, khususnya di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, telah 

memperhitungkan perempuan. Mereka memiliki posisi yang sama dalam hal pemasaran dan mereka 

bertanggung jawab dalam memasarkan cokelat, cengkeh dan kopi. Akan tetapi, produsen atau 

penduduk desa berada pada posisi akhir dalam mata rantai pasar dan tidak memiliki akses ke 

pengetahuan tentang pasar dan informasi yang berkaitan dengan produk (seperti kualitas dan harga). 

Mereka memiliki ruang yang sempit untuk memperbesar kesempatan/pendapatan mereka.  

Kriteria dan indikator yang direkomendasikan untuk pemberdayaan gender: 

� Dalam  kaitannya dengan hubungan antara lahan dan gender: Mengembangkan situasi yang 

kondusif  guna memberikan kemungkinan bagi perempuan untuk menjadi pemilik tanah dan 

dilegalisasikan dalam sertifikat tanah, khususnya bagi rumah tangga yang dikepalai oleh 

perempuan; 

� Yang berkaitan dengan gender, kegiatan rumah tangga dan pertanian: Memberikan kesempatan 

bagi  perempuan untuk lebih berperan di bidang publik, penyuluhan, bantuan teknis, kredit dan 
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kegiatan-kegiatan lainnya (Martini dkk 2013), yang lokasinya dirancang dekat dengan daerah-

daerah kerja perempuan di desa-desa; 

� Yang berhubungan dengan gender dan sumber-sumber mata pencarian: Sebuah program yang 

memiliki sasaran sumber mata pencarian yang disukai baik oleh laki-laki maupun perempuan 

seperti kebun campur, sawah irigasi dan produksi jagung di Sulawesi Selatan;  

� Dalam kaitannya dengan gender dan pasar: Pengetahuan perempuan mengenai kualitas produk 

seperti cokelat, kopi dan cengkeh sebaiknya ditingkatkan; hal ini akan memampukan mereka 

untuk aktif dengan kemampuan menawar yang kuat bukan hanya dalam hal harga, tetapi juga 

dalam posisi mereka dalam mata rantai pasar.  
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implementation that benefit the poor and the environment. It aims to 

ensure that all this is achieved by enhancing the quality of its science 

work, increasing operational efficiency, building and maintaining 

strong partnerships, accelerating the use and impact of its research, 

and promoting greater cohesion, interdependence and alignment 

within the organization.
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